
 
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  NGAWI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR 172 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NGAWI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf 

b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana 

Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan 

disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



 
 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4700);   

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019           

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006            

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 



 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia    Nomor 4833) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 6042); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor.4890); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72     Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019            

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



 
 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – 

Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-

Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 225); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019       Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                    

Nomor 178); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia      

Tahun 2021 Nomor 496); 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 



 
 

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021    Nomor 38); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10                     

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 

Tahun 2011 Nomor.10); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19); 

34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20). 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

TAHUN 2023. 

 

Pasal 1 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

 

Pasal 2 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 

2023 disusun berpedoman pada : 

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan 

c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

 

Pasal 3 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam 

penyusunan RKA-SKPD. 

 

Pasal 4 

 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 



 
 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

e. BAB V : PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

 

 

Ditetapkan di Ngawi 

pada tanggal 5 Agustus 2022 

 

 BUPATI  NGAWI, 

 

 

 

ONY ANWAR HARSONO 

 

 

Diundangkan di Ngawi 

pada tanggal55 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

 

 

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 172 

 



 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki 

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. 

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, 

lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan 

pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat 

Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi 

pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat 

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan 

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat 

Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat Daerah dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor 

penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR 172 TAHUN 2022 
TENTANG 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI 
TAHUN 2023 
 
 



dicapai. RENJA Sekretariat DaerahKabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan 

RENJA yang disusun menyesuaikan perubahan struktur organisasi perangkat 

daerah sehingga RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 dan RENSTRA 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 2021-2026 harus disesuaikan, yang 

dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut: 
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Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 

berpedoman pada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-

2025; 

2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023; 

3. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Ngawi  tahun 2021 dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2022, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau 

kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian 

Target Kinerja; 

4. Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023. 

 

1.2. Landasan Hukum 

 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4815) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten / Kota; 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan     

Negara/Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi; 

16. Permenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata 

cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

18. SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah  

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal 

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 

Nomor 220); 

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A 

(lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 77); 

22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

  



1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai 

pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah sesuai dengan besarnya target baik kerja 

maupun kinerja Perangkat Daerah di Tahun 2023 dan alat ukur dalam melakukan 

evaluasi kinerja,pengkajian serta peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. 

 Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman dalam  : 

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut:  

- BAB I. Pendahuluan 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan 

Renja PD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.5. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan 

Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra 

PD (dituangkan saat RPJMD telah ditetapkan), Renja K/L, dan Renja 

Provinsi / Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD. 

1.6. Landasan hukum 

 Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya 

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan, 

penganggaran Perangkat Daerah. 

1.7. Maksud dan Tujuan 



 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah.  

1.8. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, 

serta susunan garis besar isi dokumen 

 

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 

(Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu 

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja 

PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja 

PD tahun-tahun sebelumnya. 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain : 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang 

direncanakan 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang 

direncanakan 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang 

direncanakan 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/kegiatan 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan 

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Jenis 



indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kinerja pelayanan. 

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator 

kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan 

apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator 

kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta 

norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.  

 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

Berisikan uraian mengenai : 

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan PD; 

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs 

(Suistanable Development Goals); 

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan 

pelayanan PD; dan 

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun yang direncanakan. 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat 



rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan 

Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya 

berbeda. 

 



BAB II  

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat  Daerah tahun lalu dan 

capaian Renstra OPD pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun 

capaian Kinerja Renja Tahun 2022 pada semester 1  secara fisik   rata – rata 

mencapai 47,14% sedangkan untuk keuangan rata-rata mencapai 42,53% 

dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi SPJ masih dalam proses 

pembetulan. 

Untuk perkiraan capaian pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 

dimungkinkan juga ada kendala karena besarnya anggaran pada kegiatan yang 

bersumber dari dana DBHCHT yang memerlukan verifikasi dan validasi data 

khususnya penerima BLT pada kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT. 

 Adapun pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan 

kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 belum tercapai sesuai dengan 

target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel 2.1: 

 

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

Sekretariat  Daerah Kabupaten Ngawi mempunyai tugas dan 

tanggungjawab dalam mendukung tugas-tugas dan program-program 

lembaga  Daerah dan meningkatkan Kinerja Perangkat  Daerah (Sekretariat 

Daerah) Kabupaten Ngawi.  

Untuk mengetahui secara jelas pencapaian kinerja Sekretariat  

Daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2. 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

Berisikan uraian mengenai: 

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan PD; 

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi PD; 

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs 

(Suistanable Development Goals); 

d. Koordinasi antar stakeholder yang baik 

e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 

f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun yang direncanakan. 

 

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 
Dalam melaksanakan review Rancangan awal RKPD 

merupakan proses yang dilakukan dengan  membandingkan antara 

Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan  hasil analisis kebutuhan OPD 

yang terdapat perbedaan antara lain sesuai tabel : 
 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2.4. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat 

Dalam melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan 

yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi mendasar atas usulan 

dari pemangku kepentingan masing-masing bidang. 

Dari usulan program dan kegiatan tersebut mengacu pada isu-

isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. 

 
Tabel 2.5 

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 
Kabupaten Ngawi 

 
Nama PD :…………………….. 

 

 
 

No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran 

/ 
Volume 

Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
   

 

  

      

      



BAB III.  

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 

 

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. 

Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat fungsi koordinasi, Sekretariat 

Daerah memiliki peranan sebagai Koordinator semua Perangkat Daerah 

dalam melaksanakan Tugas Fungsinya. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 

yang disusun merupakan proses yang harus dilaksanakan agar  Indikator 

Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra dapat 

tercapai. 

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Ngawi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Renja 

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan  

2. Sasaran Renja 

a. Meningkatnya Implementasi Sakip Perangkat Daerah 

b. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah 

Daerah 

c. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 

 



 
 

BAB. IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

 

 

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 

tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renstra 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.  

Adapun Tabel rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi tahun 2023 sebagai berikut : 



 
 

  

Tabel 4.1 
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 

dan Prakiraan Maju Tahun 2024 
Kabupaten Ngawi 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



BAB V  

PENUTUP 

 

 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi Tahun 2022  merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya, yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi tahun 2022 serta mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2022 – 

2026. 

 Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 memuat strategi dan 

kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh 

potensi yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. Namun demikian 

kita menyadari bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi ketersediaan dana 

dengan kebutuhan tidak sesuai, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran 

pemerintah sangat terbatas. Maka dari itu pada akhir tahun sering terjadi 

pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai target yang direncanakan 

karena terbatasnya dana. 

 Pada prinsipnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi tahun 2022 disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan 

pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja 

pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta sebagai pedoman pelaksanaan 

program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. 

      Beberapa kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja 

(Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang perlu diatur 

sebagai berikut: 

1. Bagian-bagian pada Sekretariat  Daerah Kabupaten Ngawi agar mendukung 

pencapaian target-target dalam Rencana Kerja tahun 2023 dan 

melaksanakan program dan kegiatan  dengan sebaik-baiknya. 



2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat  Daerah Kabupaten Ngawi 

dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat 

tercapai. 

3. Rencana Kerja Sekretariat  Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 

merupakan dokumen perencanaan tahun ke I (pertama) dalam Renstra, 

yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, 

program dan kegiatan. Dengan demikian Penyusunan Renja Perangkat 

Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Rencana Kerja Sekretariat  Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023, 

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Kerja secara berkala.                                

 

 

      Ngawi, 5 Agustus 2022 

      BUPATI  NGAWI, 

 

 

        ONY ANWAR HARSONO 

 


